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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
       Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan 
pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu 
dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
A. Kesimpulan  
1. Perlindungan saksi dan korban tindak pidana menurut cara pandang 
Kepolisian dalam proses penyidikan di Polda Daerah Istimewa 
Yogyakarta masih terbatas, pada: pertama, identitas saksi/korban 
dirahasiakan, kedua disediakannya shelter bagi saksi/korban wanita dan 
anak-anak di bawah umur, ketiga mendapat nasihat hukum.  
2. Faktor penghambat perlindungan saksi dan korban menurut Kepolisian 
Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain yaitu: 
a. Saksi/korban berbelit-belit/memutar balikkan fakta dalam 
memberikan keterangan; 
b. Saksi/korban tidak jujur; 
c. Saksi/korban tidak bersedia memberikan keterangan karena takut;  
d. Saksi/korban pura-pura tidak tahu; 
e. Saksi/korban tidak bersedia untuk ditempatkan ditempat khusus 
seperti shelter; 
Terdapat juga beberapa faktor yang disebabkan oleh kepolisian, yaitu 
seperti ketidakpahaman aparat penegak hukum yang seharusnya 
memberikan perlindungan dan budaya hukumnya, kurangnya kerjasama 
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dengan LBH yang dapat membantu memberikan perlindungan terhadap 
saksi dan korban, dan tidak tersedia anggaran dan fasilitas yang 
memadai bagi kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada 
saksi/korban. 
B. Saran  
1. Bentuk perlindungan terhadap saksi/korban perlu ditambahkan, karena 
penulis merasa bahwa perlindungan yang diberikan masih kurang untuk 
memberikan perlindungan hukum bagi saksi/korban. Aparat penegak 
hukum juga sebaiknya tidak hanya berpedoman kepada KUHAP atau 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia saja, melainkan juga harus melihat kepada Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, 
karena UU perlindungan saksi dan korban tersebut diperuntukkan bagi 
semua lembaga yang mempunyai kewajiban untuk melindungi 
saksi/korban.    
2. Perlu peningkatan kapasitas dan kinerja sebagai penegak hukum yang 
mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi 
dan korban, serta perlu menambah kerjasama dengan LBH, karena 
kerjasama yang ada hanya menangani saksi/korban wanita dan anak 
dibawah umur. 
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